& PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
w-s/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/ 31 /DKPS-SWL/ 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI PADA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAWAHLUNTO,
Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2110-2025 dan menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah
Daerah, maka perlu ditetapkan Penetapan
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Sawahlunto;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang Rencana
Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018
-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang




Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubtahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I
Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
IT Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




10.

11.

12,

13.

14,

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1168) sebagai mana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
BiroKrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita
Negara Republik Iiidonesia Tahun 2015 Nomor 985);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
tentaig Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi




Menetapkan :

KESATU

16.

17,

18.

19.

20.

Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 16); ¥

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota  Sawahlunto
( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor
41).

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;




KEDUA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
DIKTUM KESATU adalah acuan dan pedoman dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sawahlunto

pada tanggat=. : September 2019
PARA'DINASK PENDUDUKAN DAN

Pembihéﬁ{?tama Muda,
NIP.-- 19670404 199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada' Yth, :
1.Bapak Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto.
2.8dr. Inspektur Kota Sawahlunto.




